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ABSTRAK 

 

Penelitian yang dilakukan di CV Mitra Konsorium. Tujuan penelitian ini adalah 

Untuk Mengetahui Bagaimana Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 

21 CV Mitra Konsorium Apakah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008. Untuk Mengetahui Bagaimana Perhitungan dan Pencatatan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 CV Mitra Konsorium Apakah Sesuai Dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Untuk mengetahuiTarif PTKP Perhitungan 

PPH Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada CV Mitra Konsorium Tidak Sesuai Dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Metode penelitian yang 

digunakan adalah dengan metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan 

dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta 

menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan 

teori-teori untuk mendukung masalah. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu CV 

Mitra Konsorium pembayaran pajak sesuai dengan tarif PTKP pada pajak 

penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. CV Mitra 

Konsorium belum melakukan pemotongan PPh Pasal 21 menurut dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Tarif PTKP Perhitungan PPH Pasal 21 Atas 

Gaji Karyawan Pada CV Mitra Konsorium Sesuai Dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 

 

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Tarif Progresif, Tarif Efektif Rata Rata 
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ABSTRACT 

 

Research conducted at CV Mitra Konsorium. The purpose of this study is to find 

out how the calculation and recording of Income Tax Article 21 of CV Mitra 

Konsorium is in accordance with Law Number 36 of 2008. To find out how the 

calculation and recording of Income Tax Article 21 of CV Mitra Konsorium is in 

accordance with Government Regulation Number 58 of 2023. To find out the PTKP 

rate for the calculation of Income Tax Article 21 on Employee Salaries at CV Mitra 

Konsorium is not in accordance with the Regulation of the Minister of Finance 

Number 101 / PMK.010 / 2016 The research method used is a qualitative method. 

The data analysis technique used is to conduct a survey to the research location to 

obtain data and analyze data to draw conclusions and compare problems with 

theories to support the problem. The results of the study obtained are that CV Mitra 

Konsorium pays taxes in accordance with the PTKP rate on temporary personal 

taxpayer income tax according to Article 21 Income Tax. CV Mitra Konsorium has 

not deducted Article 21 Income Tax according to Government Regulation Number 

58 of 2023. PTKP Rate Calculation of Article 21 Income Tax on Employee Salaries 

at CV Mitra Konsorium in Accordance with the Regulation of the Minister of 

Finance Number 101/PMK.010/2016 

 

Keywords: Income Tax, Progressive Rate, Average Effective Rate 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam melaksanakan pembangunan suatu negara memerlukan beberapa 

unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang 

memadai dan dapat diandalkan seperti dari Pajak. Sumber penerimaan pajak sangat 

penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, 

karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah 

tidak akan berjalan secara maksimal. 

Berdasarkan Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak 

mempunyai pengertian sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Jumlah wajib pajak 

semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatnya 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya berdasarkan peraturan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) di 

Indonesia dengan baik dan benar. 

Menurut Resmi (2011), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan 

kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu 

tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomi yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib 

pajak yang bersangkutan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. 
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Yang dikatakan wajib pajak menurut Undang-Undang Penghasilan dan 

Undang-Undang KUP pasal 2 harus memenuhi dua syarat yaitu syarat subjektif dan 

syarat objektif. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan 

ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 

dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek 

pajak yang menerima dan memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk 

melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan 

1984 dan perubahannya. Apabila kedua syarat terpenuhi, maka wajib pajak wajib 

melakukan pendaftaran diri di KPP sesuai dengan tempat domisili. 

Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa wajib pajak 

dalam negeri terdiri dari orang pribadi dan Badan. Menurut Undang-Undang Pajak 

Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008 wajib pajak orang pribadi merupakan 

WNI maupun WNA yang memenuhi kriteria-kriteria antara lain bertempat tinggal 

di Indonesia; berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; 

atau berniat tinggal di Indonesia setelah dalam suatu tahun pajak berada di 

Indonesia. Sedangkan Wajib pajak badan adalah Badan yang didirikan atau 

bertempat kedudukan di Indonesia, dikecualikan dari ketentuan tersebut yaitu unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria antara lain, 

pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD; penerimaannya dimasukkan 

dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya 

diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008, berikut jenis-jenis 

objek PPh Orang Pribadi, antara lain penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari 
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modal (investasi), dan penghasilan lain-lain seperti hadiah dari undian atau imbalan 

bunga. Wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT 

Tahunan dengan menggunakan sistem self-assessment. SPT Tahunan adalah surat 

yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dalam 

suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 

Menurut Halim (2020:7) Self Assessment System adalah Sistem pemungutan 

pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya 

pajak terutang. Dalam Self Assessment System wajib pajak bersifat aktif, mulai dari 

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sedangkan 

fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi. 

Pada tahun 2023 tepatnya tanggal 29 Desember 2023 pemerintah menerbitkan 

dan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan terbaru mengenai Petunjuk 

Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, 

Jasa, atau Kegiatan Pribadi yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 

2023. PMK Nomor 168 Tahun 2023 ini mulai berlaku efektif mulai dari tanggal 1 

Januari 2024. PMK ini menggunakan metode perhitungan baru yang berbeda 

dengan sebelumnya yakni dengan dinamai PPh 21 TER (Tarif Efektif Rata- rata). 

Dengan ditetapkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 membuat prosedur 

pemotongan PPh pasal 21 berubah dan diyakini dapat lebih mempermudah dalam 

perhitungan. Dalam perubahan tersebut terdapat pula perbedaan pengenaan tarif 

dimana pada penggunaan tarif TER pengurangan menggunakan PTKP telah 
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dihilangkan. PPh 21 TER ini memiliki skema yang berdasarkan dengan Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP). 

CV Mitra Konsorium merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi 

dan manajemen konsultasi bangunan. Hasil observasi yang dilakukan pada 

perusahaan tersebut diketahui bahwa Perusahaan baru menerapkan potongan tarif 

TER (Tarif Efektif Rata-Rata) dalam potongan gaji karyawan tetap. Peraturan 

Menteri Keuangan terkait tarif TER ini masih tergolong sangat baru dan baru di 

aplikasikan mulai Januari 2024, sehingga penulis ingin mengetahui apakah PMK 

168 Tahun 2023 mengenai PPh 21 TER bagi karyawan tetap sudah ter implementasi 

dengan baik dan benar atau belum, dikarenakan dari observasi yang peneliti lakukan 

Perusahaan masih menggunakan data status PTKP yang lama dan tidak dilakukan 

pembaruan dalam menghitung tarif efektif bulanan untuk mengetahui tarif kategori 

TER. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diutarakan diatas maka penulis 

akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perhitungan dan Pencatatan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 CV Mitra Konsorium Engineering & Management 

Consultant”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Perusahaan tidak menggunakan data Status PTKP terbaru dalam 

menghitung tarif efektif bulanan untuk mengetahui tarif kategori TER 

2. Terjadi perbedaan perhitungan dan pemotongan pajak PPh pasal 21 

karyawan tetap sebelum dan sesudah menggunakan tarif efektif rata- 

rata (TER). 
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1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 CV 

Mitra Konsorium Dengan Menggunakan Tarif Progresif? 

2. Bagaimana Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 CV 

Mitra Konsorium Dengan Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata? 

3. Bagaimana Tarif PTKP Perhitungan PPH Pasal 21 Atas Gaji Karyawan 

Pada CV Mitra Konsorium Tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana 

 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perhitungan dan Pencatatan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 CV Mitra Konsorium Apakah Sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perhitungan dan Pencatatan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 CV Mitra Konsorium Apakah Sesuai Dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 

3. Bagaimana Tarif PTKP Perhitungan PPH Pasal 21 Atas Gaji Karyawan 

Pada CV Mitra Konsorium Tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Selain tujuan, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 
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1. Bagi Mahasiswa 

Dengan penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat menambah wawasan 

mengenai perhitungan pajak PPh Pasal 21 dengan merealisasikan ilmu 

yang diperoleh pada saat perkuliahan. 

2. Bagi Fakultas 

 

Dengan ini perguruan tinggi memperoleh masukan dan cara untuk 

meningkatkan kualitas lulusannya melalui penelitian skripsi. 

3. Bagi Perusahaan 

 

Penulisan laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

pada perusahaan dalam membuat perhitungan dan pemotongan PPh pasal 

21 dengan mengikuti perubahan kebijakan pemerintah yang terbaru. 



 

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Uraian Teoritis 

2.1.1 Definisi Pajak 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan 

ketiga atas UndangUndang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi, "pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidakPajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan negara yang penting. Pajak yang diterima akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran 

pembangunan. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat yang yang 

dikutip oleh Resmi (2016;01) mengemukakan bahwa Pajak sebagai suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu 

keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi 

bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk 

memelihara kesejahtraan secara umum. 

Pajak adalah iuran kepada negara berupa sebagian dari kekayaan seseorang 

yang pungutannya bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan iurannya digunakan untuk pengeluaran 

negara. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 dalam Puji (2019:2) Tentang 

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

7 
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langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi pajak menurut Mardiasmo (2016) Pajak 

merupakan iuran yang dibayar oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- 

undang yang bisa dipaksakan dengan tiada mendapatkan balas jasa timbal atau 

kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan defenisi pajak 

(Sutedi Adrian, 2022), diantaranya : 

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengatakan: “pajak adalah iuran 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” 

2. Menurut S.I Djajadiningrat, mengatakan: “pajak sebagai suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang di sebabkan keadaan, 

kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, 

untuk memelihara kesejahteraan secara umum” 

3. Menurut Prof. Dr. MJH.Smeets, mengatakan: “pajak adalah prestasi kepada 

pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, 

tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual 

maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan”. 

Pajak merupakan suatu pungutan oleh negara yang diatur dalam undang- 

undang, sehingga dalam pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat. 
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Menurut Indra (2019 : 14), beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan 

pajak, antara lain : 

1. Pemungutan Pajak Harus Adil 

 

Pemungutan pajak untuk masyarakat harus adil dalam pelaksanaannya, sesuai 

ketetapan hukum. Contohnya, mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, 

pajak diberlakukan kepada setiap warga yang memenuhi syarat sebagai wajib 

pajak, atau sanksi diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya 

pelanggaran. 

2. Peraturan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang 

 

Sesuai dengan undang-undang Pasal 23 yang berbunyi “Pajak dan pungutan 

yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Dengan 

begitu, peraturan pajak dilakukan berdasarkan ketetapan hukum dan jaminan 

hukum. 

3. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian 

 

Pemungutan pajak diusahakan sedemikian rupa. Sehingga, kegiatan tersebut 

tidak mengganggu perekonomian masyarakat, baik dalam kegiatan produksi, 

perdagangan, ataupun jasa. 

4. Pemungutan Pajak dengan Efisien 

 

Pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien. Perhitungkan pemungutan 

pajak dengan saksama. Jangan sampai pemungutan pajak dariwajib pajak lebih 

besar dari pada pendapatannya. 

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 

 

Melalui system yang sederhana, pemungutan pajak dapat berjalan dengan 

lancer dan tidak membingungkan. Selain itu, dengan system yang benar dan 
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sederhana dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran 

pajak. Selain itu, kesederhanaan system juga mampu memberikan dampak 

positif bagi wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran dan pembayaran. 

Adapun ciri-ciri pajak menurut Brotodihardjo (Cindy, 2023), yaitu: 

 

1. Dipungut berdasarkan undang- undang; 

 

2. Tidak menerima imbalan secara langsung; 

 

3. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah; 

 

4. Digunakan untuk pengeluaran 

 

5. Pengeluaran pemerintah dan sebagai alat pengatur. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sumber keuangan Negara dan mengatur. Pajak 

sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang 

sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Dengan cara adanya peraturan pemungutan 

berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai 

(PPN), pajak penjualan atas barangmewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan 

(PBB) dan lain-lain. 

Seperti halnya sebuah rumah tangga, negara juga membutuhkan pemasukan 

supaya kegiatan rumah tangga negara dapat terlaksana dengan baik, untuk itulah 

diberlakukan pajak di suatu negara yaitu sebagai salah satu pemasukan negara. 

Secara umum fungsi pajak adalah untuk mengisi kas negara dalam rangka 

menjalankan pemerintahan atau salah satu sumber penerimaan negara yang 

hasilnya akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu pajak juga 

mempunyai fungsi lain yang secara garis besar dapat dibagi dua (IAI, 2021), yaitu: 
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1. Fungsi Penerimaan atau Budgetair (Revenue yielder) 

Pemungutan pajak berdasarkan dengan tujuan untuk memenuhi apa yang 

diperlukan oleh negara, dimana pajak digunakan sebagai alat untuk 

memasukkan uang ke kas negara (APBN) dan digunakan sebagai dana 

pembiayaan pengeluaran negara. 

2. Fungsi Mengatur atau Reguler (Economic tool) 

 

Pemungutan pajak didasarkan dengan memperhatikan keadaan social ekonomi 

dalam masyarakat, dalam hal ini pajak digunakan sebagai sarana untuk 

menunjang politik perekonomian dengan sasaran untuk mencapai tujuan yang 

letaknya diluar bidang keuangan (Mardiasmo, 2006:1). 

Selain fungsi tersebut diatas, menurut Indra (2019:12) pajak juga memiliki 2 

fungsi lain yaitu : 

a. Fungsi Stabilitas 

 

Fungsi Stabilitas dalam perpajakan menjadi salah satu cara pemerintah 

untuk menstabilkan harga. Sehingga, inflasi dapat dikendalikan. 

b. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

 

Pajak yang didapatkan akan digunakan untuk kepentingan umum, 

termasuk kepentingan pembangunan. Perencanaan pembangunan tersebut 

dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga penghasilan 

masyarakat memadai. 

2.1.3 Jenis Pajak 

 

Menurut (Widnyana, 2018:7) Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut 

golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya: 
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1) Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 

a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri 

oleh wajib pajak tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain yang dikenakan 

secara berulang pada waktu tertentu. Contoh : Pajak penghasilan (PPh). 

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu 

atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

2) Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan memperhatikan 

keadaan wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya 

pada subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya apakah dapat 

dikenakan pajak atau tidak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Objektif adalah pajak yang dikenakan pada suatu objek tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPN, PPnBM, Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. 

3) Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah yang dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh : PPh, PPN, 

PPnBM, PBB, dan BM 
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b. Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah untuk 

membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh : Pajak Reklame, 

Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor. 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

 

Menurut Halim (2020:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga 

sistem yaitu: 

1) Official Assessment System 

 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. Dalam official assessment system wajib pajak bersifat pasif dan utang 

pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2) Self Assessment System 

 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak 

untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dalam Self Assessment System 

wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya 

mengawasi. 

3) With holding System 

 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 
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2.1.5 Wajib Pajak 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, 

dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan 

yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, 

kekayaan, dan properti yang dimiliki. Agar Wajib Pajak orang pribadi dan badan 

dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lancar, maka akan 

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, NPWP adalah identitas atau tanda 

pengenal bagi Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Dasar hukum NPWP lebih lanjut telah tercantum dalam Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 mengenai Tata Cara Pendaftaran dan 

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan 

Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib 

Pajak. Wajib Pajak merupakan orang pribadi ataupun badan yang memiliki 

kewenangan untuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, serta 

memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

2.1.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak memiliki hak 

dan kewajiban yang melekat sebagai wajib pajak, antara lain: 
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a. Hak-hak wajib pajak adalah: 

1) Wajib pajak berhak meminta bukti peotongan PPh pasal 21 kepada 

pemotong pajak jumlah PP pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan 

dari PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang 

besifat final. 

2) Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada direktur jendral 

pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesui 

dengan peratuan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan 

dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang 

dipotong menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan 

yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam jangka waktu 3 

bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan 

bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 

kekuasaan. 

3) Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis 

dalam bahasa Idonesia dengan alasan yang jelas kepada badan 

penyelesaian sengketa pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya 

yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. Permohonan banding ini 

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, 

dan dilakukan daam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, 

dilampiri salinan surat keputusan tersebut. Apabila badan peradlan pajak 

belum terbentuk, maka permohonan banding dapat diajukan kepada badan 

penyelesaian sengketa pajak. Putusan badan penyelesaian sengketa pajak 

bukan merupakan keputusan tata usaha negara 
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b. Kewajiban wajib pajak adalah: 

1) Wajib pajak (penerima penghasilan ) wajib menyerahkan surat pernyataan 

kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tangguangan keluarga 

pada satu tahun kawin, untuk mendapatkan pengurangan berupa 

penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Penyerahan tersebut dilakukan pada 

saat mulai bekerja, atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negri, 

atau mulai pensiun, atau terjadi perubahan tanggungan keluarga menurut 

keadaan pada permulaan tahun takwim. 

2) Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh 

pasal 21 kepada: 

1) Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan 

dipindah tugaskan 

2) Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan 

pindah kerja. 

3) Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai 

menerima pensiun dalam tahun berjalan. 

3) Wajib pajak berkewajiban menyerahkan SPT tahunan PPh wajib pajak 

orang pribadi, jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu 

pemberi kerja. 

2.1.7 Pajak Penghasilan (PPh) 

 

2.1.7.1 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) 

 

Menurut Resmi (2011), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada 

subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun 

pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan dari usaha, gaji, honorarium, 
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hadiah, bunga, deviden, royalti, dan lain sebagainya. PPh adalah pajak yang 

dipungut atas semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Yang dimaksud 

penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan 

untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik 

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama apapun dan 

dalam bentuk apapun. 

2.1.7.2 Pajak Penghasilan Terutang 

 

Definisi penghasilan menurut UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 

dalam bentuk apapun adalah objek pajak.Pajak penghasilan sesuai pasal 1 UU 

No.36 Tahun2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas 

penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Menurut pasal 1 ayat 10 UU No. 28 

Tahun 2007, disebutkan bahwa “Pajak yang terutang adalah pajak yang harus 

dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian 

Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. 

2.1.7.3 Pajak Penghasilan Final 

 

Pengertian Pemotongan Pajak Final diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. 

Pengertian istilahs 'final' artinya bahwa, jenis pajak ini harus dapat diselesaikan / 

dilunasi dalam masa pajak yang sama dan tidak perlu dilaporkan lagi pada akhir 

tahun pajak serta tidak dapat dikreditkan. Pajak penghasilan final sesuai pasal 4 ayat 

(2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/ pendapatan, dan berupa bunga 

dari deposito dan jenis-jenis tabungan, hadiah berupa lotere / undian;  transaksi 
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saham dan surat berharga lainnya, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk 

tanah dan/atau bangunan, dan pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana 

diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah. 

 

2.1.7.4 Jenis Pajak Penghasilan 

 

Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang ada di Indonesia (Marfiana, 

dkk (2024). 

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

 

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diperoleh 

wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dapat berasal dari pekerjaan, 

jabatan, jasa atau kegiatan lain. 

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 

 

PPh Pasal 22 merupakan jenis pajak yang berkaitan dengan pembayaran atas 

transaksi serah terima barang, kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di 

bidang tertentu yang pajaknya dipungut oleh bendaharawan atau badan lain. 

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

 

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan atas modal, 

penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 

Pasal 21. 

4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 

PPh Pasal 24 merupakan pajak penghasilan yang dibebankan kepada wajib 

pajak dalam negeri atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. 
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5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 

PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak tahun berjalan yang harus dibayar 

sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya. Dalam hal ini termasuk pajak 

yang dibayar atas wajib pajak orang pribadi yang bepergian ke luar negeri. 

6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 

 

PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dibebankan atas penghasilan yang 

diperoleh wajib pajak luar negeri, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Indonesia. 

7. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 

PPh Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tertera dalam SPT Tahunan 

PPh, yaitu berupa sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang 

bersangkutan dikurangi dengan kredit pajak PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, 24 dan 

25). 

 

8. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 

 

PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan PPh yang bersifat final yaitu pajak yang 

dikenakan atas penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu misalnya 

penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, hadiah undian, penghasilan 

yang berasal dari pengalihan harta, dan penghasilan tertentu lainnya. 

2.1.8 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) 

 

2.1.8.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 

 

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang 

menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud 

berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 
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orang pribadi dalam negeri. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah setiap 

orang pribadi atau wajib badan yang diwajibkan oleh UU no. 7 tahun 1983 tentang 

pajak penghasilan sebagaimana telah di ubah dengan UU no 17 tahun 2000 dan 

terakhir UU no. 36 tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21. Termasuk 

pemotongan PPh pasal 21 dalam peraturan mentri keuangan nomor 

252/KMK.03/2008 adalah: 

a. Pemberian kerja yang terdiri atas Orang pribadi dan Cabang, perwakilan, 

atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi 

yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut; 

b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau 

pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 

pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga 

negara lainnya, dan kedutaan besar republik Indonesia diluar negri, yang 

membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan, jasa, dan kegiatan; 

c. Dana pensiun, badan penyelenggra jaminan sosial tenaga kerja, dan badan- 

badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau 

jamnan hari tua; 

d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta 

badan yang membayar: 

1) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang 
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pribadi dengan status subjek pajak daam negri, termasuk jasa tenaga 

ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas 

namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. 

2) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang 

pribadi dengan status subjek pajak luar negri; 

3) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada pesrta pendidikan, 

pelatihan, dan pegawai magang 

e. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang 

bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi seta 

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar 

honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib 

pajak orang pibadi dalam negri berkenaan dengan suatu kegiatan. 

2.1.8.2 Penghasilan Yang di Potong PPh Pasal 21 (Objek PPh Pasal 21) 

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008, Objek Penghasilan yang dipotog 

PPh pasal 21 adalah: 

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur 

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

c. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa uapah 

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang 

dibayarkan secara bulanan 
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d. Imbalan kepada bukan pegawai, anatara lain berupa honorarium, komisi, 

fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang 

dilakukan 

e. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun 

f. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang 

pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti 

bekerja; 

g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur 

yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan 

pengawas 

h. Penghasilan berupa jasa produksi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat 

tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai 

i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun 

yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang 

pendiriannya telah di sahkan oleh menteri keuangan 

j. Semua jenis penghasilan nomor 1 sampai dengan nomor 9 yang diterima 

dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam 

bentuk apapun yang diberikan oleh: 1.) Wajib pajak yang dikenakan PPh 

yang bersifat final; atau 2.) Wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan 

norma perghitungan khusus 
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2.1.8.3 Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 

Penghasilan yang Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 

(bukan objek PPh pasal 21) adalah : 

a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asurasi kecelakaan, asuransi jiwa, 

dan asuransi biaya siswa 

b. Penerimaa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun 

diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah (termasuk pajak penghasilan 

yang ditangung oleh pemberi kerja, maupun yang ditanggung pemerintah), 

kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara 

teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya 

c. Iuran pensiun yang dibyarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran 

jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja 

yang dibayar oleh pemberi kerja 

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau 

lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari 

lembaga keagamaan yang di bentuk atau di sahkan oleh pemerintah 

e. Beasiswa yang diperoleh atu diterima oleh warga negara Indonesia dari 

wajib pajak penberi biasiswa dalam rangka mengikuti pedidikan didalam 

negri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi, yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan 
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pemilik , komisaris, direksi, dan pengurus dari wajib pajak pemberi 

beasiswa. Komponen biasiswa terdiri atas biaya pendidikan yang 

dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan 

dengan bidang studi yang diambil, pembelian buku, dan biaya hidup yang 

wajar sesuai dengan daerah lokai belajar 

f. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya tidak 

dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam satu bulan 

kalender belum melebihi Rp. 4..500.000, maka berlaku ketentuan berikut 

ini: 

1) Tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21, jika penghasilan sehari 

belum melebihi Rp. 300.000 

2) Dilakukan pemotongan PPh pasal 21, jika penghasilan sehari sebesar 

atau melebihi Rp.450.000, tersebut merupakan jumlah yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto 

3) Bila pegawai tetap tidak memperolehpenghasilan kumulatif dalam 

satu bulan kalender melebihi Rp. 4.500.000, maka jumlah tersebut 

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 

2.1.8.4 Perhitungan Pemotongan PPH Pasal 21 

 

Dalam menghitung PPh pasal 21 harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 

Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut Standart Akuntansi 

Keuangan dan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 

meliputi: 
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1) Penghasilan bruto/penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian ditambah 

dengan tunjangan, atau penghasilan lainnya diluar gaji pokok (uang makan, 

uang lembur, dan lainnya). 

2) Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka 

penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan 

maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp 6.000.000 atau Rp 

500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto. 

3) Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). 

4) Menghitung besarnya PPH Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang 

berlaku kemudian dikalikan PKP. 

5) Untuk memperoleh jumlah PPH Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 

setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun). 

2.1.8.5 Format Perhitungan PPh Pasal 21 

 

Pada tahun 2016 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah, untuk 

Wajib Pajak (WP) yang mempunyai tanggungan dikenakan PKP sebesar Rp. 

4.500.000 dan berstatus tidak kawin dikenakan PKP sebesar Rp. 54.000.000. 

dengan adanya perubahan PTKP maka cara perhitungan PPh pasal 21 mengalami 

perubahan yang telah diatur dalam Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang 

pedoman dalam Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 

21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Berikut contoh 

kasus sebagaimana dalam peraturan tersebut: 

Arief adalah salah satu PNS yang bekerja di KPP Siantar dengan status 

menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak. Setiap bulannya Arief memperoleh gaji 
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pokok Rp. 3.716.000 setiap bulan, tunjangan istri/suami sebesar Rp. 280.000, 

tunjangan anak sebesar Rp. 62.000, tunjangan fungsional Rp. 250.000, tunjangan 

beras sebesar Rp. 230.000. Arief membayar uang pensiun sebesar 3,75% dari gaji 

pokok dan tunjangan keluarga. Maka perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji adalah 

sebagai berikut: 

Gaji Pokok Rp. 3.716.000 

 

Tunjang Istri/Suami Rp. 280.000 

 

Tunjangan Anak Rp. 62.000 

 

Tunjangan Fungsional Rp. 250.000 

 

Tunjangan Beras Rp. 230.000 + 

 

Penghasilan bruto Rp. 4.538.000 

Penghasilan yang dikurangkan: 

Biaya jabatan (5% x Rp. 4.538.000) Rp. 226.900 

Iuran pensiun (4,75% x Rp. 4.058.000) Rp. 192.755 + 

 

Jumlah Pengurangan (Rp. 419.655) 

 

Penghasilan netto sebulan Rp. 4.118.345 

Penghasilan netto setahun (Rp. 4.118.345 x 12) Rp. 49.420.140 

PTKP: 

Untuk WP Sendiri Rp. 54.000.000 

 

Untuk WP Kawin Rp. 4.500.000 

 

Untuk K/1 Rp. 4.500.000 + 

 

 

 

Jumlah PTKP Rp. 63.000.000 – 

 

Penghasilan Kena Pajak Setahun (Rp. 13.579.860) 
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PPh 21 yang dipotong sebulan NIHIL 

2.1.9 Tarif Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 

 

2.1.9.1 Tarif Progresif Pasal 17 

 

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak 

penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif dimana 

tarif semakin besar mengikuti penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Berikut 

adalah tarif progresif untuk PPh Pasal 21: 

a. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000, 

adalah 5% 

b. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp 50.000.000,- sampai 

dengan Rp 250.000.000,- adalah 15% 

c. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp 250.000.000,- sampai 

dengan Rp 500.000.000,- adalah 25% 

d. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp 500.000.000,- adalah 

30% 

e. Wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 

dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. 

Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi ada beberapa 

alternatif perhitungan dan pemotongan yang dapat diterapkan: 

a. Metode dimana perusahaan menanggung beban pajak karyawannya. 

 

Dengan metode ini penghasilan yang diterima oleh karyawan utuh tanpa 

adanya pengurangan pajak penghasilan Pasal 21.Pada metode ini beban 

tersebut tidak diakui secara fiscal 
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b. Pajak penghasilan 21 Ditanggung Karyawan Merupakan metode 

pemotongan pajak dimana karyawan menanggung beban pajaknya sendiri. 

Pada Metode ini penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang 

sebesar pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan. 

c. Pajak Penghasilan 21 yang Ditunjangkan oleh Perusahaan Merupakan 

metode pemotongan pajak yang dalam metode ini pajak penghasilan pasal 

21 terutang dijadikan unsur penambah pengahsilan bruto karyawan, 

mengakibatkan terdapat selisih antara pajak penghasilan 21 terutang dan 

tunjangan pajaknya. Dalam metode ini menjadikan karyawan tetap akan 

dipotong pajak penghasilannya akibat selisih dari pajak terutang dan 

tunjangan pajaknya. 

d. Pajak Penghasilan 21 di Gross up Merupakan metode pemotongan pajak 

dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama 

besar dengan jumlah pajak yang ditanggung oleh karyawan. Gross up pada 

dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat 

sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan 

(Setiawan;2013). Besarnya tunjangan pajak yang diberikan secara Gross 

up akan sama dengan pajak penghasilan pasal 21 yang sesungguhnya. 

2.1.9.2 TER (Tarif Efektif Rata Rata) 

 

Pada 1 Januari 2024, pemerintah telah mengubah skema perhitungan PPh 21 

menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) terbaru melalui Peraturan Pemerintah 
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Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan 

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi. 

Perubahan skema ini akan mengubah bagaimana perusahaan menghitung 

penghasilan karyawan karena menggunakan tarif dan metode yang sedikit berbeda 

dengan sebelumnya. Tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan 

penerapan tarif efektif. Penerapan tarif efektif bulanan bagi Pegawai Tetap hanya 

digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain 

Masa Pajak Terakhir, sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun di Masa Pajak 

Terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti 

ketentuan saat ini. Tujuan perubahan skema pemotongan PPh 21 ini adalah: 

1. Memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan penghitungan 

sehingga dapat menekan kemungkinan salah hitung saat melaksanakan 

kewajiban perpajakan 

2. Memudahkan penerima penghasilan (karyawan) untuk melakukan 

pengecekan kebenaran pemotongan PPh 21 sehingga dapat tercipta 

mekanisme check and balance 

3. Memudahkan pembangunan sistem administrasi perpajakan yang mampu 

melakukan validasi atas perhitungan Wajin Pajak (WP).. 

Perubahan regulasi PPh 21 dan dasar hukumnya Sebagaimana yang telah 

disebutkan di atas bahwa pemerintah telah meregulasi kembali skema pemotongan 

PPh 21 dan tertuang dalam PP No. 58 Tahun 2023. Lewat peraturan ini, mekanisme 

potongan PPh 21 terbagi menjadi dua, yaitu: 
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1. Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Skema TER PPh 21 akan menghitung pajak 

penghasilan karyawan di masa pajak pada bulan Januari hingga November 

atau selain Masa Pajak Terakhir. 

2. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Skema tarif progresif Pasal 17 yang 

sebelumnya merupakan metode penghitungan yang dipakai, kini hanya 

digunakan untuk menghitung pajak di Masa Pajak Terakhir, seperti di 

bulan Desember atau di bulan terakhir karyawan bekerja. Dasar Hukum 

Dasar hukum dari penghitungan PPh 21 ini sudah sesuai dengan Pasal 21 

ayat (5) dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan (UU PPh) yang berbunyi: “Tarif Pemotongan atas 

penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan 

lain dengan Peraturan Pemerintah.” Lalu yang terbaru, pemerintah 

mengeluarkan PP 58/2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 168 

Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas 

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang 

Pribadi. 

Peraturan ini mengatur secara teknis bagaimana pelaksanaan serta mekanisme 

pemotongan pajak karyawan. Perubahan Skema Perhitungan PPh 21 Terdapat 

beberapa perubahan terkait skema hitung PPh 21 yang mana pokok perubahannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Perubahan seluruh skema penghitungan PPh 21 Perubahan skema 

penghitungan yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain 

masa pajak terakhir) dan juga pegawai tidak tetap. 
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2. Memperluas lingkup penghitungan PPh 21 Perluasan lingkup 

penghitungan ini berlaku untuk peserta program pensiun yang masih 

berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Perluasan ini sebelumnya 

berlaku hanya Dapen, tapi kini juga menjadi berlaku untuk lingkup 

BPJSTK, ASABRI, TASPEN. 

3. Pengurangan zakat/sumbangan keagamaan Zakat atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib dan dibayar melalui pemberi kerja bisa 

dikurangi dalam penghitungan penghasilan bruto PPh Pasal 21. 

4. Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong DTP kini menjadi 

pengecualian atas penghasilan yang dipotong. 

5. Menggabung seluruh penghasilan Seluruh penghasilan pegawai tetap 

dalam 1 bulan kini digabung. 

6. Pemotongan PPh Pasal 21 atas natura/kenikmatan Adanya pemotongan 

PPh 21 Wajib Pajak Pribadi atas natura atau kenikmatan. Penyesuaian 

Pengaturan dalam Perubahan Skema Penghitungan PPh 21 Selain adanya 

perubahan aturan, terdapat juga beberapa pokok penyesuaian dalam skema 

penghitungan PPh 21, di antaranya sebagai berikut: 

a. Mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan 

pajak penghasilan 

b. Pemberi kerja tidak wajib memotong pajak penghasilan apabila: 

 

c. Pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima 

penghasilan yang tidak terkait usaha/pekerjaan bebas pemberi kerja 

d. Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional. 
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e. Menggabungkan PMK biaya jabatan/biaya pensiun dan PMK 

pengurang penghasilan harian 

f. Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 

berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh, yakni: bantuan, sumbangan, dan 

hibah 

g. Menyesuaikan pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai dengan 

konsep dalam PMK-141/2015 

h. Menaikan bunyi DPP PPh 21 Dokter dalam PER-16 ke dalam Lampiran 

RPMK (Petunjuk Umum) 

i. Menegaskan hak penerima penghasilan untuk menerima bukti 

pemotongan dan tidak ada kewajiban pembuatan bupot jika tidak ada 

penghasilan yang dibayarkan 

j. Lebih bayar (LB) karena pembetulan boleh dikompensasi ke masa 

berikutnya, tidak harus berurutan dan PNS membuat surat pernyataan 

pemberi kerja. 

Pengenalan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Tarif Efektif Rata-Rata atau TER 

dalam perhitungan PPh 21 terbaru dibuat untuk menyederhanakan perhitungan 

pajak dari Wajib Pajak (WP). TER juga bertujuan untuk memberikan kemudahan 

bagi WP untuk menghitung potongan PPh 21 setiap periode pajak. Penyederhanaan 

perhitungan PPh 21 ini juga menjadi salah satu bagian di dalam agenda Sistem Inti 

Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration) yang dirumuskan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi 

Perpajakan. Dengan penyederhanaan ini, penentuan tarif untuk para pegawai tetap 
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dibagi menjadi tiga golongan untuk tarif efektif bulanan berdasarkan PTKP 

(Penghasilan Tidak Kena Pajak), yakni: Tarif efektif bulanan 

• TER A: PTKP TK/0 (Rp 54 juta), TK/1 & K/0 (Rp 58,5 juta) 

• TER B: PTKP TK/2 & K/1 (Rp 63 juta), TK/3 & K/2 (Rp 67,5 juta) 

• TER C: PTKP K/3 (Rp 72 juta) 

Sementara itu, untuk tarif efektif harian bagi karyawan yang digaji per hari, 

penentuan tarif dilakukan dengan sebagai berikut: 

a) Penghasilan Bruto Harian kurang dari atau sama dengan Rp450 ribu = 0% 

 

X Penghasilan Bruto Harian 

 

b) Penghasilan Bruto Harian lebih dari Rp450 ribu sampai dengan Rp2,5 juta 

 

= 0,5% X Penghasilan Bruto Harian 

 
Tabel 2.1 Skema Perubahan PPh21 Pegawai Tetap 

 

Skema Perubahan PPh21 Pegawai Tetap 

No 
Waktu 

Perhitungan 

Tarif 

Sebelum Sesudah 

 

 

1 

 

Setiap masa, 

kecuali masa 

pajak terakhir 

([Penghasilan bruto sebulan – Biaya Jabatan/Pensiun – 

Iuran pensiun] dalam tahunan – PTKP) / 12 

Penghasilan bruto sebulan x 

TER bulanan 

PPh21 Setahun = (penghasilan bruto setahun – biaya 

jabatan / pensiun – iuran pensiun – PTKP) X tarif 

pasal 17 

PPh21 setahun = 

(penghasilan bruto setahun- 

biaya jabatan/pensiun – iuran 

pensiun – zakat / sumbangan) 

 

2 
Masa Pajak 

Terakhir 

PPh 21 masa pajak terakhir = PPh21 setahun – PPh21 

yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir 

PPh 21 masa pajak terakhir = 

PPh 21 setahun – PPh21 

yang sudah dipotong selain 

masa pajak terakhir 

Sumber : Lampiran, 2024 

 

2.1.10 Harmonisasi Perpajakan 

 

Tarif Pajak Progresif yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di 

Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 

yang berlaku mulai Tahun Pajak 2022. Pada tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah 
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Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi kepastian hukum, 

kemanfaatan, dan kepentingan nasional. UU HPP dibentuk dengan tujuan 

diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutandan 

mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan 

yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan 

sukarela Wajib Pajak. 

Salah satu perubahan yang dimuat dalam UU HPP adalah perubahan Tarif 

Pajak Progresif yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketentuan perubahan 

ini diatur dalam UU No.7 Tahun 2021 Bab III Pasal 17. Perubahan Tarif pajak 

progresif Wajib Pajak Orang Pribadi ini memperbaharui ketentuan yang 

sebelumnya diatur pada pasal 17 ayat 1 huruf (a) UU PPh UU No.36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan atau disebut dengan UU PPh. Salah satu perubahan yang 

terdapat di dalam UU HPP berhubungan dengan lapisan penghasilan yang dikenai 

Pajak Penghasilan (PPh). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Judul Hasil 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Dotulong, dkk (2020) 

Penerapan 

Akuntansi Untuk 

Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 Pada 

PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk 

Cabang Dotulolong 

Lasut 

Perhitungan pajak 

penghasilan Pasal 21 

karyawan yang bekerja 

pada PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk, Cabang 

Dotulolong Lasut belum 

sepenuhnya sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang 

baru yaitu Undang Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 

tentang pajak penghasilan 

 

2 

 

Kondoy, dkk (2016) 

Analisis Penerapan 

Pajak Penghasilan 

Jasa Konstruksi 

perusahaan sudah 

melakukan penerapan 

Pajak Penghasilan sesuai 
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  Pada CV. 

Cakrawala, 

menjelaskan bahwa 

berdasarkan 

penelitian yang 

sudah dilakukan 

peneliti tehadap CV. 

Cakrawala 

peraturan yang ada dengan 

setiap penerimaan atas 

pekerjaan yang dilakukan, 

pendapatan yang diperoleh 

langsung dipungut 

berdasarkan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 oleh 

bendahara pemotong, 

namun hanya saja belum 

pada CV tersebut belum 

dilakukan pencatatan Pajak 

Penghasilan sesuai 

peraturan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Safira dan Bening 

(2022) 

Penerapan Pajak 

Penghasilan Pada 

Perusahaan Joint 

Venture (Studi 

Kasus: PT. Bk, 

Persero). 

Penerapan kebijakan 

dalam hal perpajakan, 

khususnya penerapan 

pajak penghasilan pada 

perusahaan Joint Venture, 

baik penerapan 

berdasarkan peraturan 

perpajakan yang berlaku, 

maupun berdasarkan pada 

kesepakatan bersama 

dalam perjanjian 

kontraktual dalam 

perusahaan Joint Venture 

 

 

Dotulong, dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Akuntansi 

Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Cabang Dotulolong Lasut menjelaskan bahwa Perhitungan pajak penghasilan Pasal 

21 karyawan yang bekerja pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang 

Dotulolong Lasut belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru 

yaitu Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Hal ini 

terjadi karna . karyawan yang bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. cabang 

Dotulolong Lasut di bagian perhitungan perpajakan kurang teliti pada 22 karyawan 
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dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji 

pegawai tidak tetap, khususnya bagi pegawai yang memiliki suami/istri PNS, 

sehingga menghasilkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kurang bayar yang dalam 

hal ini merugikan kas negara 

Kondoy, dkk (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Pajak 

Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV. Cakrawala, menjelaskan bahwa berdasarkan 

penelitian yang sudah dilakukan peneliti tehadap CV. Cakrawala mendapat hasil 

bahwa perusahaan sudah melakukan penerapan Pajak Penghasilan sesuai peraturan 

yang ada dengan setiap penerimaan atas pekerjaan yang dilakukan, pendapatan 

yang diperoleh langsung dipungut berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh 

bendahara pemotong, namun hanya saja belum pada CV tersebut belum dilakukan 

pencatatan Pajak Penghasilan sesuai peraturan yang berlaku. Meskipun dalam 

penelitian ini menjelaskan tentang PPh pasal 23 namun dalam penelitian tersebut 

memiliki tujuan yang sama dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan yaitu 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan penerapan pajak penghasilan 

pada perusahaan CV. 

Penelitian Safira dan Bening (2022) yang berjudul Penerapan Pajak 

Penghasilan Pada Perusahaan Joint Venture (Studi Kasus: PT. Bk, Persero). Tujuan 

penulisan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 

kebijakan dalam hal perpajakan, khususnya penerapan pajak penghasilan pada 

perusahaan Joint Venture, baik penerapan berdasarkan peraturan perpajakan yang 

berlaku, maupun berdasarkan pada kesepakatan bersama dalam perjanjian 

kontraktual dalam perusahaan Joint Venture. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Sebelum adanya peraturan TER, prosedur pemotongan PPh Pasal 21 sangatlah 

rumit dan kompleks dimana membutuhkan tahapan-tahapan untuk dapat 

mengetahui besarnya pajak yang dipotong. Adapun tahapan-tahapan ini akan 

menjadi lebih panjang dan rumit jika wajib pajak (pegawai) yang dimaksud, dalam 

suatu masa pajak juga mendapatkan penghasilan diluar gaji pokok maupun 

tunjangan rutin, seperti contohnya bonus, tunjangan hari raya (THR), dsb. Adapun 

manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penerapan TER Pemotongan PPh 

Pasal 21 ini adalah dapat terjalin mekanisme kontrol yang baik antara pegawai 

penerima penghasilan dan pihak yang memotong. Dengan adanya proses 

penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang jauh lebih sederhana, pihak yang 

bertugas melakukan pemotongan pajak dapat meminimalisir maupun terhindar dari 

kesalahan penghitungan penerapan ketentuan perpajakan. Disisi lain, pegawai 

sebagai pihak yang dipotong (penerima penghasilan) juga tidak rumit untuk 

memeriksa kebenaran penghasilan yang diterimanya setelah dikenakan 

pemotongan pajak. Pengumuman Pemerintah pada akhir tahun 2023 tentang adopsi 

perubahan dalam Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 telah 

mendorong perusahaan untuk menyesuaikan perhitungan gaji karyawan. TER 

merupakan metode perhitungan PPh 21 dan bukan merupakan jenis pajak baru, 

sehingga tidak ada pajak tambahan yang timbul akibat penerapan aturan TER ini. 

Sistem perhitungan TER berlaku untuk masa pajak selain periode pajak terakhir. 

Bedasarkan ketentuan tersebut adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

Tarif Progresif Tarif TER 

PPh 21 

CV Mitra Konsorium 

Engineering & Consultant Management 



 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:18), “Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan 

untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah dimana penulis adalah sebagai 

instrumen kunci. Penelitian deskriptif ini tujuannya untuk menyajikan gambaran 

lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Tujuan 

lainnya dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang 

sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme tentang sebuah proses atau 

hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau 

numerical, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan 

seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan 

seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontra 

diktif mengenai subjek penelitian. 

3.2 Definisi Operasional 

 

Definisi operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa 

yang harus diamati dan untuk mengukur suatu variabel atau konsep dalam menguji 

kesempurnaan. Definisi operasional variabel ditemukan item-item yang dituangkan 

dalam instrumen penelitian (Sugiyono, 2018). 

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 

 

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang 

menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud 
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berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri. 

2. TER (Tarif Efektif Rata Rata) 

 

Pada 1 Januari 2024, pemerintah telah mengubah skema perhitungan PPh 21 

menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) terbaru melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi ketentuan saat ini. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

3.3.1 Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di CV Mitra Konsorium Engineering & Consultant 

Management Jalan Ahmad Yani Linkungan Timbangan No. 07 Gp. Teungoh 

Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh. 

3.3.2 Waktu Penelitian 

 

Waktu penelitian ini direncanakan dari bulan Agustus sampai Desember 2024. 

 

Rencana kegiatan penelitian sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 

Jadwal dan Waktu Penelitian 
 

No Jenis Kegiatan 
Januari Februari Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan Judul                     

2 Penyusunan 

Proposal 

                    

3 Seminar Proposal                     

4 Pengumpulan Data           

5 Analisis Data           

6 Peyusunan Skripsi                     

7 Sidang Skripsi                     

 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 

3.4.1 Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2006:14) data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, 

kalimat, dan gambar. 

3.4.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa data gaji dan data karyawan yang diperoleh dari CV Mitra Konsorium 

Engineering & Management Consultant. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Menurut (Sugiyono, 2018), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitan adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.Teknik dan 
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pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. 

Dokumentasi merupakan serangkaian informasi yang diperoleh melalui 

dokumen arsip yang diperoleh seperti besaran gaji karyawan, NPWP dan informasi 

terkait lainnya. Pengumpulan dokumentasi arsip meliputi mengakses dan meninjau 

dokumen terkait data dan gaji karyawan. Wawancara merupakan dialog langsung 

antara peneliti dengan kepala pimpinan maupun karyawan bagian keuangan. Dalam 

wawancara tidak terstruktur ini data yang diperoleh adalah sejarah singkat dan 

gambaran umum perusahaan tersebut serta informasi penting terkait beberapa 

dokumen yang terkait dalam siklus tersebut. 

3.5 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dengan cara menguji keabsahan data biaya operasional yang diukur 

dengan dokumen–dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penelitian ini 

sejalan dan seiring dengan proses penelitian yang sedang berlangsung yang 

dilakukan sejak awal pengumpulan data, analisis data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

1. Pengumpulan Data, tahapan ini terdiri atas wawancara untuk mendapatkan 

informasi mengenai profil perusahaan, kebijakan perusahaan dalam melakukan 

pembayaran gaji dan pemotongan pajak PPh21, arsip-arsip gaji dan data 

karyawan. 

2. Menganalisis dan Mengolah Data, tahapan ini melibatkan analisis dan 

pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen arsip, 

menggunakan sampel data karyawan. Perhitungan PPh 21 dilakukan 

berdasarkan dua regulasi yang berbeda dengan menggunakan salah satu sampel 
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karyawan dimana PPh 21 dihitung menggunakan PMK Nomor 16 Tahun 2016 

dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 untuk membandingkan hasilnya. 

Perhitungan PPh 21 menggunakan PMK Nomor 16 Tahun 2016 yang 

mengindentifikasi komponen gaji, potongan jabatan, memperhitungkan PTKP 

sesuai status karyawan. Perhitungan PPh 21 menggunakan PMK Nomor 168 

Tahun 2023 menghitung kembali PPh 21 untuk sampel karyawan 

menggunakan regulasi baru dan membandingkan hasil perhitungan dengan 

metode sebelumnya untuk melihat perbedaannya. 

3. Penyajian Data, tahapan yang di sajikan dalam bentuk narasi mengenai 

penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2016 dan 

PMK Nomor 168 Tahun 2023. Mencangkup penerapan pajak PPh 21 sesuai 

PMK Nomor 16 Tahun 2016 dalam deskripsi tentang perusahaan menerapkan 

peraturan untuk pemotongan pajak karyawan serta perhitungan, hasil dan 

dampaknya. Penerapan pajak penghasilan pasal 21 sesuai PMK Nomor 168 

Tahun 2023 memberikan penjelasan tentang perubahan serta hasil perhitungan 

sesuai regulasi yang baru serta dampak atas perubahan peraturan tersebut. 

4. Kesimpulan, pada tahap ini akan di tarik kesimpulan penerapan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2016 dan PMK Nomor 168 

Tahun 2023. Kesimpulan ini mencangkup evaluasi atas penerapan PPh 21 

berdasarkan PMK Nomor 16 Tahun 2016 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 

dengan menyimpulkan setiap regulasi dalam mempengaruhi perhitungan pajak 

dan kebijakan penggajian di perusahaan, mengidentifikasi keuntungan dan 

tantangan pada setiap regulasi serta memberikan rekomendasi bagi perusahaan 

untuk penyesuaian kebijakan pada masa yang akan datang. 



 

 

 

 

4.1 Deskripsi Data 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN 

CV Mitra Konsorsium Kota Langsa mitra konstruksi terpercaya di Kota 

Langsa yang siap memenuhi kebutuhan Anda dengan layanan berkualitas tinggi. 

CV Mitra Konsorsium merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelaksanaan 

dan tergabung dalam Asosiasi Perkindo. CV Mitra Konsorsium berlokasi di Kota 

Langsa, Indonesia, tepatnya di JL. A. Yani No. 7 Link. Timbangan Gp. Teungoh 

Kec. Langsa Kota Kota Langsa, Indonesia. CV. Mitra Konsorsium memiliki 

reputasi baik dalam memberikan layanan berkualitas tinggi di sektor konstruksi. 

Dengan bentuk badan usaha CV, CV Mitra Konsorsium memiliki komitmen untuk 

memberikan hasil terbaik dalam setiap proyek yang dijalankan. Perusahaan ini 

senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan kualitas sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan oleh asosiasi Perkindo. CV Mitra Konsorsium terus berupaya 

untuk menjadi mitra terpercaya dalam mendukung perkembangan infrastruktur dan 

pembangunan di Indonesia. 

4.2 Analisis Data 

 

Karyawan di CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant 

memperoleh gaji tetap bulanan. Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 bahwa Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak 

untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya 

jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri 

Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi 

kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan 

perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib 
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Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam 

perhitungan pajaknya. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data 

perhitungan gaji yang diterima rutin setiap bulan karyawan tetap tahun 2024 di di 

CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant. Di bawah ini 

perhitungan yang diterapkan di CV Mitra Konsorium Engineering & Management 

Consultant. Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Brutonya melebihi PTKP, 

Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah: (Perhitungan terlampir). 
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Tabel 4.1 Data Penghasilan dan Pajak Penghasilan CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant 

NAMA Status Gaji Bulanan 
Biaya 

Jabatan 

Iuran 

Pensiun 

Penghasilan 

Neto Sebulan 

Penghasilan 

Neto Setahun 
PTKP PKP 

PPH 

SETAHUN 

PPH 

PERBULAN 

SH K2 Rp 12,000,000 Rp 500,000 Rp 120,000 Rp 11,380,000 Rp 136,560,000 Rp 67,500,000 Rp 69,060,000 Rp 4,359,000 Rp 363,250 

NR K2 8,000,000 400,000 80,000 Rp 7,520,000 Rp 90,240,000 Rp 67,500,000 Rp 22,740,000 Rp 1,137,000 Rp 94,750 

YS K2 8,000,000 400,000 80,000 Rp 7,520,000 Rp 90,240,000 Rp 67,500,000 Rp 22,740,000 Rp 1,137,000 Rp 94,750 

I K1 8,000,000 400,000 80,000 Rp 7,520,000 Rp 90,240,000 Rp 63,000,000 Rp 27,240,000 Rp 1,362,000 Rp 113,500 

SN K2 8,000,000 400,000 80,000 Rp 7,520,000 Rp 90,240,000 Rp 67,500,000 Rp 22,740,000 Rp 1,137,000 Rp 94,750 

HW K1 8,000,000 400,000 80,000 Rp 7,520,000 Rp 90,240,000 Rp 63,000,000 Rp 27,240,000 Rp 1,362,000 Rp 113,500 

PL K1 8,000,000 400,000 80,000 Rp 7,520,000 Rp 90,240,000 Rp 63,000,000 Rp 27,240,000 Rp 1,362,000 Rp 113,500 

J K2 8,000,000 400,000 80,000 Rp 7,520,000 Rp 90,240,000 Rp 67,500,000 Rp 22,740,000 Rp 1,137,000 Rp 94,750 

S K2 8,000,000 400,000 80,000 Rp 7,520,000 Rp 90,240,000 Rp 67,500,000 Rp 22,740,000 Rp 1,137,000 Rp 94,750 

OS K0 8,000,000 400,000 80,000 Rp 7,520,000 Rp 90,240,000 Rp 58,500,000 Rp 31,740,000 Rp 1,587,000 Rp 132,250 

WA TK0 8,000,000 400,000 80,000 Rp 7,520,000 Rp 90,240,000 Rp 54,000,000 Rp 36,240,000 Rp 1,182,000 Rp 151,000 

Sumber: CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant (2025) 
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Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terdapat sebelas pegawai. Pada 

perhitungan atas gaji bruto yang terdapat didalamnya berbagai macam tunjangan 

seperti yang telah dijelaskan pada data sebelumnya yang diberikan perusahaan dan 

menjadi penambah atas gaji bruto. Namun pada masa tahun pajak 2024 dapat dilihat 

bahwa perusahaan masih menerapkan dengan tarif progresif. Hal yang 

membedakan antara UU HPP dengan PMK 168/2023 yaitu dengan adanya lapisan 

tersebut. Pasal 3 ayat (2) merincikan yang termasuk dalam kategori bukan pegawai. 

Sedangkan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan mengenai peserta kegiatan. TER yang 

dipungut untuk menghitung kewajiban pajak pegawai tetap menurut PP 58/2023 

dibagi menjadi tiga kelompok: TER A, TER B, dan TER C. TER A termasuk strata 

PTKP dalam kategori Tunggal (TK). /0,TK/1, menikah (K)/0. TER B meliputi 

lapisan TK/2, TK/3, K/1, dan K/2. TER C mencakup lapisan K/3. Di bawah ini 

adalah kelompok pendapatan kotor yang tunduk pada TER 

Tabel 4.2 Kategori Tarif Efektif Bulanan 

Kategori Status 

Kategori A 1. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) 

2. Tidak kawin dengan tanggungan 1 orang (TK/1) 
3. Kawin tanpa tanggungan (K/0) 

Kategori B 1. Tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2) 

2. Tidak kawin dengan tanggungan 3 orang (TK/3) 

3. Kawin dengan tanggungan 1 orang (K/1) 
4. Kawin dengan tanggungan 2 orang (K/2) 

Kategori C 1. Kawin dengan tanggungan 3 orang (K/3) 

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No 168 Tahun 2023 

 

Berikut merupakan tarif efektif bulanan berdasarkan kategori menurut 

Peraturan Menteri Keuangan No 168 Tahun 2023 sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Tarif Efektif Bulanan Kategori A 
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Gambar 4.2 Tarif Efektif Bulanan Kategori B 
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Gambar 4.3 Tarif Efektif Bulanan Kategori C 
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Jika menggunakan peraturan yang lama yaitu berdasarkan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 perhitungan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember semuanya 

menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

Dasar perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masa pajak 

Januari sampai dengan November menggunakan penghasilan yang disetahunkan, 

sedangkan untuk masa pajak Desember menggunakan penghasilan riil setahun. 

Berikut merupakan perhitungan pajak penghasilan menggunakan Tarif Efektif 

Rata-Rata 

Tabel 4.2 Data Perhitungan Pajak Karyawan Berdasarkan Tarif Efektif Rata 

Rata 

Nama Status 
Gaji Bruto per 

Bulan Kategori Tarif TER Tarif Pajak TER 

SH K2 Rp 12,000,000 B 3% Rp 360,000 

NR K2 Rp 8,000,000 B 1% Rp 80,000 

YS K2 Rp 8,000,000 B 1% Rp 80,000 

I K1 Rp 8,000,000 B 1% Rp 80,000 

SN K2 Rp 8,000,000 B 1% Rp 80,000 

HW K1 Rp 8,000,000 B 1% Rp 80,000 

PL K1 Rp 8,000,000 B 1% Rp 80,000 

J K2 Rp 8,000,000 B 1% Rp 80,000 

S K2 Rp 8,000,000 B 1% Rp 80,000 

OS K0 Rp 8,000,000 A 1.50% Rp 120,000 

WA TK0 Rp 8,000,000 A 1.50% Rp 120,000 

Sumber: Data Diolah (2025) 

 

Berikut merupakan perbandingan antara pembayaran pajak penghasilan 

menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata rata 
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Tabel 4.3 Data Perbandingan Pajak Karyawan Berdasarkan Tarif Progresi 

dan Tarif Efektif Rata Rata 

Nama Status 
Tarif Pajak 

Progresif 

Tarif Pajak 

TER 

Lebih Bayar 
/Kurang Bayar 

SH K2 Rp 363,250 Rp 360,000 Rp 3,250 

NR K2 Rp 94,750 Rp 80,000 Rp 14,750 

YS K2 Rp 94,750 Rp 80,000 Rp 14,750 

I K1 Rp 113,500 Rp 80,000 Rp 33,500 

SN K2 Rp 94,750 Rp 80,000 Rp 14,750 

HW K1 Rp 113,500 Rp 80,000 Rp 33,500 

PL K1 Rp 113,500 Rp 80,000 Rp 33,500 

J K2 Rp 94,750 Rp 80,000 Rp 14,750 

S K2 Rp 94,750 Rp 80,000 Rp 14,750 

OS K0 Rp 132,250 Rp 120,000 Rp 12,250 

WA TK0 Rp 151,000 Rp 120,000 (Rp 21,500) 

Sumber: Data Diolah (2025) 

Data pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa besarnya Pajak 

Penghasilan Pasal 21 per bulan dan untuk 11 bulan bagi setiap karyawan tetap pada 

periode Januari sampai dengan November yang dihitung dengan menggunakan 

peraturan yang lama yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 

16/PJ/2016 jumlahnya lebih besar dibandingkan jika dihitung dengan 

menggunakan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Perhitungan besarnya 

Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk satu tahun pajak menggunakan peraturan lama 

yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan menggunakan 

peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. 

Meski demikian, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 

menegaskan, penghitungan baru pajak penghasilan (PPh) orang pribadi Pasal 21 

dengan menggunakan rata-rata tarif pajak efektif (TER) tidak akan menambah 

besaran pajak yang dibayarkan pejabat dan pegawai pemerintah. Dengan CV Mitra 

Konsorium Engineering & Management Consultant Penerapan PP 58/2023 



53 
 

 

memberikan dampak positif berupa penurunan beban pajak pegawai CV Mitra 

Konsorium Engineering & Management Consultant secara signifikan. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Jika 

Perusahaan telah menerapkan kebijakan ini dengan baik, terbukti dengan 

perhitungan yang sistematis dan dokumentasi yang terstruktur. Jika CV Mitra 

Konsorium Engineering & Management Consultant berhasilan dalam menerapkan 

ini membuktikan bahwa CV Mitra Konsorium Engineering & Management 

Consultant memiliki sistem pengelolaan perpajakan yang mampu beradaptasi 

terhadap perubahan peraturan 

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi tersebut 

memiliki sifat preventif yang bertujuan mencegah wajib pajak dari pelanggaran 

terhadap norma perpajakan. 

Dalam praktiknya, pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas 

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, karena masih ditemukan selisih dalam jumlah pajak yang dipotong. 

Kesalahan dalam perhitungan ini berdampak langsung pada besarnya potongan 

pajak atas gaji pegawai. 

Kesadaran dari wajib pajak menjadi faktor utama dalam menjalankan kewajiban 

perpajakan. Upaya apa pun yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) tidak akan 

efektif tanpa partisipasi aktif yang dilandasi oleh kesadaran dari pihak wajib pajak 

itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak, maka 

semakin besar pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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PPh Pasal 21 merupakan salah satu sumber utama penerimaan pajak penghasilan di 

Indonesia, yang dikenakan atas penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, dan 

tunjangan. Besarnya penerimaan PPh 21 sangat dipengaruhi oleh tingkat 

penghasilan wajib pajak dan kepatuhan pemotong pajak, terutama pemberi kerja. 

Menurut teori ekonomi publik (Musgrave & Musgrave, 1989), penerimaan pajak 

dipengaruhi oleh basis pajak, tarif, serta efisiensi administrasi dan kepatuhan. 

Secara khusus, jumlah pemotong pajak menjadi faktor penting karena merekalah 

yang melakukan pemotongan dan penyetoran PPh 21. Semakin banyak dan patuh 

pemotong pajak, maka potensi penerimaan juga meningkat. Penelitian Siregar dan 

Manurung (2020) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara jumlah dan 

kepatuhan pemotong PPh 21 dengan realisasi penerimaan pajak di Sumatera Utara. 

 Hasil analisis ini sejalan dengan temuan Baihaqi Ammy (2023), yang 

menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh faktor seperti 

kebijakan fiskal, pelayanan pajak, dan sosialisasi perpajakan. Dalam konteks CV 

Mitra Konsorsium, ketidaktepatan pencatatan dan perhitungan PPh 21 

kemungkinan bukan hanya berasal dari kelalaian, tetapi juga dari rendahnya 

pemahaman pajak serta kurangnya edukasi teknis mengenai penghitungan PPh 21. 

Hal ini menunjukkan bahwa akurasi dalam pencatatan pajak tidak berdiri sendiri, 

melainkan bergantung pula pada faktor eksternal seperti kebijakan dan pelayanan 

pajak yang diterima. 

 

  

 



 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis pada CV Mitra Konsorium pembayaran pajak sesuai dengan 

tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara 

menurut PPh pasal 21 

2. CV Mitra Konsorium belum melakukan pemotongan PPh Pasal 21 menurut 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 

3. Tarif PTKP Perhitungan PPH Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada CV Mitra 

Konsorium Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

101/PMK.010/2016 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang 

diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. CV Mitra Konsorium untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan 

kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta 

pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi – informasi yang 

terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh 

Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak 

2. Sebaiknya CV Mitra Konsorium tetap melakukan kewajibannnya untuk 

melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan 
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PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak 

merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah 
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